BUPALI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 37.f TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-t

BUPATI GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (7) Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tata cara
pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209);



. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya  dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahunl979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

19.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006
Nomor 4 Seri E);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi



10.

11.

12.

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Gorontalo
adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD Kabupaten Gorontalo adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.

Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Gorontalo.
Perangkat daerah adalahunsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

Peraturan kepala daerah atau disebut dengan peraturan
bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah
sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersifat
mengatur dan mengikat secara umum.

Keputusan kepala daerah atau yang disebut dengan
keputusan bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh
kepala daerah yang bersifat penetapan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan



13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
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lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan /atau memiliki, menguasai
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau
memperoleh manfaat atas bangunan.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang
terutangatauseharusnyatidakterutang



20. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
selanjutnya disingkat dengan SKPKPP, adalah surat
keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan
pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau
dipotong dan/atau dipungut berdasarkan SKPDLB, karena
jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong
dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terutang

21. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak selanjutnya
disingkat SPMKP, adalah dokumenyang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas atas
kelebihan pembayaran pajak yang disetorkan oleh wajib
Pajak pada Rekening Kas Umum

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
SPMKP.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pasal 2
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak
diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

tersebut

Pasal 3
(1) Kelebihan Pembayaran Pajak, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2, meliputi :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
diterbitkan berdasarkan permohonan wajib pajak setelah
dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk
terhadap permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;

b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding;
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c. Pajak' yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan
Penglirangan atau penghapusan Sanksi adinistrasi
sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau
Keputusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh

perméhonan Wajib Pajak.

| Pasal 4

(1) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus
diperhit@ngkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

(2) Atas da;lsar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat
diperhitt:.mgkan dengan pajak yang akan terutang atau
dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.

(3) Perhiturigan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan pemindah bukuan atau cara lain yang
berlaku . sebagai bukti pembayaran pengembalian kelebihan
pajak.

Pasal 5
(1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa,
dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak :

a. Surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a diterbitkan ;

b. Keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding
diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
huruf b; atau
c. Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi

adminstrasi sebaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(1) huruf c.
(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan SPMKP.

Pasal 6
(1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dikembalian

oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah atas nama Bupati Gorontalo dengan menerbitkan
SKPKPP.

(2) Atas dasar SKPKPP,. Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPMKP per jenis
pajak dan Per masa/tahun pajak.

Pasal 7
(1) SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dibuat dalam 4 (empat) lembar, dengan peruntukan sebagai
berikut :
a. Lembar Ke-1 untuk Wajib Pajak;
b. Lembar Ke-2 untuk Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan
SP2D;
c. Lembar Ke-3 untuk Kuasa BUD sebagai Arsip;
d. Lembar Ke-4 untuk pungsi pelayanan DPPKAD sebagai
arsip;
(2) SP2D sebagaima dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat
dalam 4 (empat) lembar, dengan peruntukan sebagai berikut

Lembar Ke-1 Untuk Bank yang ditunjuk;

Lembar Ke-2 Untuk Kuasa BUD sebagai Arsip;

Lembar ke-3 Untuk Wajib Pajak;

Lembar ke-4 Untuk pungsi pelayanan DPPKAD sebagai

oo TP

arsip.

(3) Kuasa BUD mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai
lembar ke-3 SP2D kepada wajib Pajak atau Kuasa Khusus
wajib Pajak.

(4) SP2D di tanda tangani oleh Kepala Dinas pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan dibububhi cap,
nomor dan tanggal penerbitan SP2D.

Pasal 8
(1) Berdasarkan SPMKP dan SP2D sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) wajib pajak melakukan penarikan
kelebihén pembayaran pajak pada Bank yang ditunjuk.
(2) Anggaran Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak
dibebankan pada mata anggaran Dinas Pendapatan
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  pada

tahunBerikutnya.

Bagian Kedua
PENANDATANGANAN

Pasal 9

(1) SKPDLB di tanda tangani oleh Kepala Bidang Pendapatan

pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

(2) SKPKPP, SPMK dan SP2D di tanda tangani oleh Kepala Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Gorontalo.
Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 Oktober 2013

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS D KABUPATEN GORONTALO,

IJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 43



